
KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

KEPUT'USAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
NOMOR 32 TAHUN 2025 

TENTANG 
PENETAPAN HASIL PENILAIAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTAS 
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA 

SE-KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkanKeputusan Komisi Pemilihan Umum 
Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi 
Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
melakukan penilaian terhadap pengelolaan Jaringan 
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; 

b. bahwa berdasarkan surat dinas Ketua Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 2033/HK.06-SD/08/2025 tanggal 
22 Desember 2025 perihal Penyampaian Laporan 
Tahunan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum KPU Provinsi/KIP Aceh Tahun 2025, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara telah 
melakukan penilaian pengelolaan Jaringan Dokumentasi 
dan Informasi Hukum Komisi Pemihihan Umum 
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara Tahun 2025; 

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Penilai Pengelolaan 
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara 
Tahun 2025 Nomor 84/HK.06-BA/65/2025 tanggal 
24 Desember 2025 tentang Penilaian Laporan Pengelolaan 
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara 
Tahun 2025; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Kalimantan Utara tentang Penetapan Hasil Penilaian 
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan 
Utara Tahun 2025, 

I. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tcntang Peneta'n 
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-2­ 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6863); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Perilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 377); 

3, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Seckretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1236) sbagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Seckretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Seckretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 826); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi 
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 799); 

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 
Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota; 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan 
Utara Nomor 30 Tahun 2025 tentang Tim Penilai 
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan 
Utara Tahun 2025; 

MEMUTUSKAN: 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINS] 
KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN HASIL 
PENILAIAN PENGELOl.AAN JARINGAN DOKUMENTAS! Dr 
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INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025. 
Menetapkan Hasil Penilaian Pengelolaan Jaringan 
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara Tahun 2025 dengan 
urutan perolehan nilai sebagai berikut: 
a. Terbaik Pertama dengan nilai sebanyak 70 (tujuh puluh) 

diperoleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan; 
b. Terbaik Kedua dengan nilai sebanyak 5I (lima puluh satu) 

diperoleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana 
Tidung; dan 

c. Terbaik Ketiga dengan nilai sebanyak 44 (empat puluh 
empat) diperoleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Nunukan; 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 24 Desember 2025 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI KALIMANTAN UTARA, 

ttd. 

HARIYADI HAMID 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI KAL ANTAN UTARA 
Sekre 
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